Lampiran |l Surat Kepala BKD dan KORPRI Provinsi Kepulauan Riau

Nomor
Tanggal :

DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN (DIK)
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN KORPRI PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2025

25 Juni 2025

: B/000.8.3.4/528/BKDKORPRI/2025

KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK

DASAR HUKUM
NO INFORMASI YANG DIKECUALIKAN PENGECUALIAN INFORMASI DIBUKA DITUTUP JANGKA WAKTU
1 2 3 4 5 6
1 Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), Kertas | Undang-Undang Nomor 14 Dapat mengungkapkan Melindungi surat-surat antar Informasi sifatnya di
Kerja Pemeriksaan (KKP), dan Naskah Tahun 2008 Tentang informasi yang tidak boleh badan publik yang menurut rahasiakan kecuali atas
Hasil Pemeriksaan (NHP): Keterbukaan Informasi Publik | diungkapkan berdasarkan sifatnya dirahasiakan putusan komisi informasi
Memuat fakta, data atau petunjuk peraturan pemerintah nomor 12 atau pengadilan.
terjadinya pelanggaran, dan perbuatan tahun 2017 pasal 23 ayat 2
yang diduga melanggar ketentuan
peraturan perundang-undangan
Keterangan mengenai kerugian negara.
2 Keputusan Pemberian ljin Undang-Undang Nomor 14 Mengungkap data pribadi yang Melindungi data pribadi yang Informasi akan dibuka
Perceraian Tahun 2008 Tentang bercerai bercerai apabila mendapat
Keterbukaan Informasi Publik persetujuan secara tertulis
oleh yang bersangkutan
3 Kode Akses / Password Aplikasi UU No 27 Tahun 2022 Berpotensi menyebabkan Melindungi informasi data Informasi akan dibuka
SILAT tentang Perlindungan data penyalahgunaan dan atau pribadi apabila dibutuhkan oleh
pribadi pasal 65 manipulasi data yang bersangkutan dan
aparat penegak
hukum/APIP
4 Dokumen Peta Jabatan di masing-masing | Undang-Undang Nomor 14 Berpotensi menyebabkan Melindungi informasi data Informasi akan dibuka

unit organisasi Perangkat Daerah

Tahun 2008 Tentang
Keterbukaan Informasi Publik

penyalahgunaan dan manipulasi
data

Pemerintah Provinsi
Kepulauan Riau

apabila dibutuhkan oleh
yang bersangkutan dan
instansi masing-masing

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara




DASAR HUKUM

KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK

NO INFORMASI YANG DIKECUALIKAN PENGECUALIAN INFORMASI DIBUKA DITUTUP JANGKA WAKTU
1 2 3 4 5 6
5 Data PNS di Lingkungan Pemerintah Undang-Undang Nomor 8 Berpotensi menyebabkan Melindungi informasi data Informasi akan dibuka
Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 Tahun 1874 Tentang Pokok- | penyalahgunaan data pribadi pribadi apabila dibutuhkan oleh
yang telah mengikuti Asesment pokok Kepegawaian yang bersangkutan dan
sebagaimana telah diubah apparat penegak
dengan UU No. 43 Tahun hukum/APIP
1999
6 Rekomendasi Rencana Seleksi Terbuka Undang-Undang Nomor 14 Dapat mengungkapkan Melindungi informasi data Informasi akan dibuka
JPT Pratama di Lingkungan Pemerintah Tahun 2008 Tentang kerahasiaan dan informasi yang | Pemerintah Provinsi apabila dibutuhkan oleh
Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 Keterbukaan Informasi Publik | tidak boleh diungkapkan Kepulauan Riau yang bersangkutan dan
instansi masing-masing
7 Dokumen Hasil Assesment Uji Kesesuian | Undang-Undang Nomor 14 Dapat mengungkapkan isi akta | Melindungi informasi data Informasi akan dibuka

Kualifikasi dan Kompetensi (JOB FIT)
Pejabat Pimpinan Tinggi (PPT) Pratama
Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau

Tahun 2008 Tentang
Keterbukaan Informasi Publik

otentik yang bersifat pribadi

Pemerintah Provinsi
Kepulauan Riau

apabila dibutuhkan oleh
yang bersangkutan dan
instansi masing-masing

Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan KORPRI
Provinsi Kepulauan Riau,

Yeny Trisia Isabella, S.Sos., M.M.

Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP 197601232003122008

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
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